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Judul SOP SOP Pengujian Konsekuensi Informasi Publik

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 1. PPID memahami Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2018 tentang
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Layanan Informasi Publik
Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Petugas Informasi memiliki kemampuan :
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan a Memahami Pendokumentasian kearsipan dan pengelolaan informasi
Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah b Memahami dan dapat mengikuti teknologi informasi
4  Peraturan Komisi Informasi Nomor 175 Tahun 2016 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik ¢ Memiliki latar balakang pendidiken yang mendukung kegiatan
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik pengelolaan dan pelayanan informasi publik
6. Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Publik
7. Keputusan Gubernur Nomor 839 Tahun 2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
8. Keputusan Direktur Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat
Pengslola Informasi dan Dokumentasi Rumah Sakit Umum Daerah Jagakarsa
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
SOP ini terkait 1. Desk (meja) layanzn Informasi
1. SOP Surat Masuk 2. Komputer
2. SOP Rapat 3. Printer
3. SOP Dokumentasi dan Kearsipan 4. Intemnet
5. Surat Elektronik
6. Telepon
7. Surat/Nota Dinas
8. Filling Cabinet
9. Daftar Informasi Publik

10. Surat Jawaban Permohonan Informasi Publik

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

SOP ini berpengaruh terhadap pelaksanaan SOP lainnya. Apabila ini tidak berjalan dengan baik,
maka kegatan tidak adapat dipertangungjawabkan oleh instansi

1.

Lokumen Kegiatan




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGUJIAN KONSIEKUENSI INFORMASI PUBLIK

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

PELAKSANA MUTU BAKU
Keterangan
NO ARDIIVITAS PPID RSUD PPID Provinsi Tim Pertimbangan Persyaratan/Kelzngkapan Waktu Output rang
Jagakarsa
1. 3erkas
PPID melakukan kajiari atas daftar informasi dan . . . pe ‘mohonan
: p : o 1. Surat permohonan irformasi ; ]
dokumen publik atas informasi/dokumen ya1g diminta C) " : . _linformasi
1 |oleh 2emohon informasi dan sebelum termasuk dalam 2. Berkasidokumen kelrangkapap Pada han'danjam 2. asil SOP Surat Masuk
permohonan sengketa informasi3. kerja :
Dafter Informasi Publik (2IP) dan menyampaikan hasil Requlasi keterbukaan informasi publik kajian/usulan daftar
kajian tersebut kepada PPID Provinsi ¢ informasi yang
dikecualikan
PPID Provinsi menginvantarisir seluruh hasi; kajian v —_ .
inforrnasi/dokumen yang diusulkan oleh PPID RSUD » > 15:“3'5(’;1’;?{:::'8“ Krafiacintermasu 1. Nota Dinas
, |Jagakarsa dan tidak termasuk DIP kemudian mengkaji ‘2/ f?asar Wit pongecain Pada hari dan jam 2. 3eritaacara  |gnp papat
inforrasi/dokumen tersebut bersama-sama PPID iﬁfc rmasi publik pange: kerja klarifikaso informasi
RSUD Jagakarsa dengan menyampaikan hasil kajian 3. Matriks uji kompetensi puolik
kepada Tim Pertimbangan. ’
Tim  Pertimbangan  memberikan  perimbangan Hasil .
. . ) . . pertimbangan
3 terhadap informasi/dckumen yang dimaksud Berita acara klasifikasi informasi publik Pada hark dan jam tertang informasi  |SOP Rapat

berdasarkan Undang-Undang serta kepa:utan dan
kepentingan umum kepada PPID Provinsi

kerja

yang dikecualikan

PPID Provinsi menetapkan klasifikasi informasi yang
dikecualikan apabila informasi yang dimaksud
termasuk informasi rahasi dan memasukkar: informasi
terseout ke dalam DIF apabila informasi tersebut
termasuk dalam infermasi  publik berdasarkan
mast kan dari Tim Pertimbangan

1. Berita acara klasifikasi informasi
publik

2. Hasil pertimbangan tentang
infcrmasi yang dikecualikan

3. Perbal keputusan klesifikasi yang
dikecualikan

Pada hari dan jam
kerja

Surat Keputusan
Klarifikasi Informasi
yang Dikecualikan

PPID RSUD Jagakarsa menerima hasil senetapan
klasifikasi informasi yang dikecualikan dan menjadikan
acuan/dasar hukum dalam menerima atau menolak|
permohonan informasi publik.

Surat keputusan klasifikasi informasi
yang dikecualikan

Pzda hari dan jam
kerja

Tanda terima dan
arsip

SOP Surat Keluar




